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Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2014 dan ketentuan pelaksanaan untuk Pengelolaan Barang Milik Daerah

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun

2016.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD Pasal I angka 16

yang dimaksud dengan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh

atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD Pasal 1 angka 40

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah berdasarkan Pasal 329 ayat (2) Permendagri

Nomor 19 Tahun 2016 meliputi:

1. penjualan;

2. tukar menukar;

3. hibah; atau

4. penyertaan modal pemerintah daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD Pasal | angka 43

yang dimaksud dengan Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak

lain, tanpa memperoleh penggantian.

Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian. Dikecualikan dari

ketentuan tersebut, untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah (Pasal 330 ayat (2)

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

Pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD yaitu untuk:

1. tanah dan/atau bangunan; atau

2. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp$.000.000.000,- (lima miliar
rupiah).

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai

dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang sctelah

mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih

dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah

mendapat persetujuan DPRD.




